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PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR : 3 TAHON : ? ' 1 2  

WALIKOTA PALOPO, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Palopo Nomor 02 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Daerah, 
untuk meningkatkan pelayanan serta efektifitas 
pemungutan Pajak Parkir, maka diperlukan 
pengaturan lebih lanjut ten tang petunjuk 
peJ.aksanaan pemungutan Pajak Parkir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Parkir. 

1 .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang Kitab 
Undang-Undang Hukurn Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

2 .  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

3 .  Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4186 ) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 , Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 ) ;  

5. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;  
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Walikota adalah Walikota Palopo. 
Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Palopo. 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Palopo. 
Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peratu.ran perundang-undangan yan_g 
berlaku. 
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang­ 
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya 
kemakrnuran rakyat. 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak 
parkir, pemotong pajak parkir dan pemungut pajak parkir, yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 
Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 
perseroan lainnya., Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan narna dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga clan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. 
Parkir adalah keadaan tidak bergerak ouatu kendaraan yang tidak 
bersifat sementara. 
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk 
mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang 
dijalankan dengan tenaga mesin. 
Penitipan kendaraan bermotor adalah jasa yang menyediakan tempat 
parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu berupa harian, 
mingguan atau bulanan. 
Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas 
sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak. 
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 
Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dal� Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya 
pa�ak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib 
Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palopo. 
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD 
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai 
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Pasal 3 

( 1 )  Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 
parkir kendaraan bermotor; 

(2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan tempat parkir kendaraan bermotor. 

BAB III 

DASAR PENGE:NAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 4 

( 1 )  Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir; 

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan 
kepada penerima jasa parkir. 

Pasal 5 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen); 

Pasai 6 

Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.  

BAB IV 

STRUKTUR DAN EESARAN TARIF 

Pasal 7 

( 1 )  Struktur dan be.saran tarif ditetapkan sebagai berikut: 
a. Penggunaan System 

1 .  Kendaraan bermotor beroda dua Rp. 1 .000,-/jam 
2 .  Kendaraan bermotor beroda empat Rp. 2.000,-/jam 
3.  Kendaraan bermotor beroda enam Rp. 5.000,-/ jam 
4. Kendaraan Bermotor Beroda delapan atau lebih Rp. 10.000,-/jam 

b. Penggunaan Manual 
1 .  Kendaraan bermotor beroda dua Rp. 1 . 0 0 0 , - /  sekali Parkir 
2 .  Kendaraan bermotor beroda empat Rp. 2.000,-/sekali Parkir 

3. Kendaraan bermotor beroda enam Rp. 5.000,-/ sekali Parkir 
4.  Kendaraan Bermotor Beroda delapan atau lebih Rp. 1 0 . 0 0 0 ,­  

/  Sekali Parkir 
(2) Wajib pajak yang memarkir kendaraan bermotor ditempat parkir 

melebihi batas waktu 1 (satu) jam dan atau 60 (enam puluh) menit 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  huruf a, dikenaka.n tambahan biaya 
Pajak Parkir Setiap jam 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang 
berlaku. 

(3) Wajib pajak yang memarkir kendaraan bermotor ditempat parkir 
melebihi waktu maximal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), 
ditetapkan sebagai berikut: 
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melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6). 

(8) Untuk kepentingan pemungutan pajak Parkir, Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengukuhkan penyelenggara 
parkir sebagai Wajib Pajak Parkir. 

Pasal 15 

( 1 )  Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak 
dapat mernberikan perpanjangan jangka waktu penyarnpaian SPTPD 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja. 

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  diajukan secara tertulis disertai alasan yang 
jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) . 

Pasal 16 

(1 )  Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang 
telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis 
kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 
sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih 
besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung 
sejak saat berakhii nya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal 
pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD. 

BAB IX 

TA1'A CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 

Penetapan 

Pasal 17 

( 1 )  Pajak Parkir dipungut dengan System Self Assessment yang 
memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang 
kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

(2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  
menggunakan SPTPD. 

Pasal 18 

( 1 )  Dalam ja?gka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 
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e. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD 
sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada 
Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan; 

f. surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus 
dilunasi dalan: jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterbitkan; 

g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan 
Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula 
dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi 
perpajakan; 

h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai 
arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda 
silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; 

1.  dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas 
segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD. 

Pasal 41 

( 1 )  Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak 
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak 
benar, a.pabila terdapat: 
a. novum a.tau fakta baru yang belum terungkap pada waktu 

pemeriksaan untuk menentukan besamya pajak terutang 
sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan 
pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan 
dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau 

b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak 
dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan 
pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan 
dan penghapusan sanksi adrninistrasi akibat tidak dipenuhinya 
persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas 
waktu yang telah ditentukan. 

(2) Pengurangan a.tau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, 
denda dan keriaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  dapat dilakukan terhadap: 
a. sanksi adrninistrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan 

pembayaran pa.da masa pajak; 
b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ a.tau kenaikan pajak 

dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD. 
(3) Tata cara pengurangan a.tau penghapusan sanksi administrasi berupa 

bunga dan/ atau clenda disebabkan keterlambatan pembayaran pada 
masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan 
sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan 

secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali 
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya; 

b .  surat perrnohonan sebagaimana dirnaksud pada huruf a harus 
mencantumkan alasan yang jelas dengan pemyataan kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan 
SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak; 

c. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas: 
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Bidang Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan 
dan adanya temuan baru. 

(5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Pendapatan Asli 
Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan 
pajak. 

(6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan 
kepada Kepala Dinas dengan melampirkar, telaahan pertimbangan atas 
pengurangan/ pembatalan Ketetapan pajak. 

(7) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapa.tan Asli Daerah dan 
telaahan pertimbangan pengurangan/ pembatalan Ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) Kepala Dinas mernberikan disposisi berupa menerima atau menolak 
pengurangan ketetapan pajak, atau menenma atau menolak 
pembatalan ketetapan pajak. 

(9) Atas dasar disposisi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah memproses penerbitan Surat 
Keputusan Kepala Dinas berupa: 
a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; 

a tau 
b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan 

Ketetapan Pajak. 
( 10 )  Atas diterbitkannya Surat Keputusan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala 
Bidang Pendapatan Asli Daerah segera melakukan: 
a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan 

kepada Kepala Dinas menerbitkan Surat Ketetapan pajak yang baru 
dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan 
pajak yang lama; 

b. pernberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama dan 
selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan 
pajak "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang 
bersangkutan. 

c . merner intahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran 
pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan 
pajak yang baru; 

d. terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi 
perpajakan. 

( 1 1 )  Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau 
pembatalan keteta.pan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
huruf b, maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan 
dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini. 

BAB XV 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 43 

( i )  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas 
kelebihan pembayaran Pajak parkir kepada Walikota melalui Kepala 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
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